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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR -;1 TAH,UN 2010 

TENTANG 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR 
PELAYANAN PERIJINAN TERPAOU KOTA PALEMBANG 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAl:iA ESA 

WALJKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan BAB XVIII KETENTUAN LAIN­
LAIN Pasal 49 Peraturan .Daeran Kota Palembang Nomor 10 
Tahun 2008 tenlang Pembehtukan, Susunan Organisasi dan Tata 
Ke~a Lembaga T eknis Da~rah Kota Palembang sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota· Palembang 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah 
,<pta Palembang Nomor 1d Tahun 2008 tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Lembaga Teknis Daerah Kola 
Palembang dao dalam rangka memberikan pe<loman pelaksan~n 
tugas dan fungsi rnasing-n;iasing unsur pada Lembaga Teknis 
OaeFah Kola Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 
(3) Peratura·n Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang 
Organisasl Perangkat Dae~h, perlu dlsusun tugas pokok, fungsi 
dan uraian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kola 
Palemb,=mg; 

b. bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
-a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kola Palembang teritang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Urafan Tug.as Kantor Pel~yanan 
Perijinan Terpadu Kola Palembang. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan 
Daerah 11ngkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lernbaran 
Negara Rt Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 1821); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Ler.nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974-
Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor _3041) 
sebagaimana telah diubah dengan undang--undang Nomor 34 
Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 leritang Pembentukan, 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan L?mbaran Negara Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagalmafia telah dillbah 
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubc1han Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daer~h (Lembaran Negara 'RI Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 
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5. l)ndang-Undang Nomor 3? Tahun 2004 ,tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerinlah Pusal dan Pemerintah Daerah 
(lembaran Negara RI Tallun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 443~); 

6: Undang-undang Nomor 25 "Fahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran N~ara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5038); 

7. Perat.uran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara 
RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemb.aran Negara Nomor 
4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lemb.aran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 89. Tambahan lenibaran Negara RI Nornor4741); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
.. Pelunjuk Teknis Penataan·Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata K~rja _Unit Pelayanari Perijinan 
Terpadu di Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Perr,erintahan Kola Palembang (Lembaran Daera_h Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susuna.n Organisasi dan Tata Ke~a Dinas Oaerah 
Kota Palembang (lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2008 
Nomor9); 

14. Peraturan Daerah Kola. Palemban'g Nornor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunc1n Organisasi dan Tata Kerja lernbaga 
Teknis Daerah K.ota Palembang (Lembaran Daerah Keta 
Palembang Tahun 2008 Nomor 1 O); 

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 lentang 
Pembentukan Organisasi :dan Tata Kerja Kecamatan dai, 
Kelurahan (Lembar-an Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Alas Peraturan Daerah Kola Palembang Namm 10 
Ta~un 2008·tentang_ Pembentukan, Susunan Organisasl den Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran 
Daerah Kata Palembang Tahun-2010 Nomor 2). 

WALIKOl:A PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG l'UGAS 
POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TU GAS KANTOR PELA YANAN 
PERIJlNAN TERPADU KOTA;PALEMBANG. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu~n ini, yang.dima~sud dengan : 

1. Daerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemeriritah Kofa adalah Perherintah K◊ta Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. 
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalali Kantor pelayanan 

Perijinan Terpadu Kola Paleinbang. 
6. Kep.ala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Palembang. 
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kola Palembang. 
8. Kepafa Seksi, adalah Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan 

Perij{nan Terpadu Kola Palerr,bang. . · 
9. Satuan Kerja Perangkat D~erah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah Saluan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang. 
10. Anggaran Pe11dapatan dan Belanja Daerah yang · sl';!lanjutnya 

<!isebut APBD adalah An99aran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Palembang. 

11. ljin adalah dokumen yang dikeluark,an oleh Pernerintah Kota 
Palembang berdasark.an Peraturan Daerah atau produk hukum 
lainnya yang merupakan bll~J legalitas, menyatakan sah atat,1 
memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan 
usaha atau kegiatan tertentu. 

12 .. Non ljin adalah pemberian legalilas kepada seseorang $lam 
bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya. 

13. P.erijinan a.dalah pembeiian legalitas ke.pada seseorang atau 
pelaku usaha/l<egiatan tertentu balk dalam bentuk liih maupun 
tanda daftar usaha. 

14. Penyederhanaan Pelayana11 adalah upa-,Ya penyingkatan -terhad~p 
waktu, prosedur, biaya pem.berian pen}inan dan non ijin. 

15~ Penyelenggaraan Pelayanan Perijin-an T~rpadu adaiah Kegjatan 
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan N_on Perijinan yang 
proses pengelolaannya m~lai dari tahap permohc:>nan sampai 
ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu $lam satu 
pinh.1 dan safu tempat. 

16. Janis Pelayanan adalah perijinan yang dikelola oleh Unit 
Pelayanan Perijirian :rerpadu. 

17. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
Pengurusan suatu jenis pelayanan. 

18. Sarana da" prasarana ad~lah fasilltas yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan peJayana11. 

19. Waktu Pelayanan adalap waktu yang diperlukan untuk 
menyefesaikan seluruh pros~s perijinan·.dan non ijih. 

20. nm Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkail yang mempunyai 
kompetensi di bidangnya ,dan mempunyai kewenangan untuk 
mengambn keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai 
dilerima atau dilolaknya su~tu fi'ermi:lhonan ljin yang memerlukan 
perttmbangan teknls. · 

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 
Sipil ya·ng diberi tugas, wewenang dan hak seca~a penuh oleh 
pejabat yang be,wenang ,untuk metaksanakan kegiatan yang 
sesuai d.engan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. · · 
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(1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan st=bagian 
tuga!! di l,?idang penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non 
perijinan sesuai dengan kewenangannya beraasari(an ketent.uan 
peraturan perundang-undangan yang bena~u. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Kantor. mernpunyai fungsl : 
a. Penyusunan· program dan perumusan kebijakan di bidang 

pelayan~n perijinan terpa,du. 
b. Penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi dan presedur 

pelayanan perijinan. 
,c. Pembinaan dan pelaksanan tugas .dipidang pelayanan perijin;m 

terpadu. 
d. Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan 

penir:,gkatan kantor pelaY,anan perijlnan terpadu. 
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Saluan Kerja Perangkat 

Daerah teknls. · 
r. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pih'ak teri(ait dala·m 

rangka pengembc1ngan kinerja ka.ntor pelayanan perijlnan 
terpadu. · · 

g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi proses pemberian 
perijinan. · 

h. Pelapora11 pelaksanaan tugas. 
i. Pelaksanaan lugas-tugas ked1nasan lain yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan \ugas 'dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 3 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
mengelolc1 un.tsan administrasi umun:i, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan, rumah tangga, pengolahan data, Evaluasi dan 
pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ; 
a. Penyusunan rencana ke~iatan dan program kerja kantor. 
b. Pengelolaan urusan sural menyural, kearsipan administrasi 

perjalanan dinas. 
c. Pengelolaan administrasl keuangan dan perbendaharaan. 
d. Penyelenggaraan urusal') adminisli'asi kepegawaian. 
e. Pelaksanaan analisis pengembangan Sumber Daya Manusia. 
f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
g. Penyu_sunan dan penyampaian' laporan pelaksanaan ·tugas. 
h. Pelaksanaan tugas lain· yang diberikan oleh Kepala Kantor 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) berdasarka(l tugas pokok d<1n fungsi sebagaima11a dimaksud pada 
ayat (1) dan (2), uraiari, tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
adalah sebagai berikut.: 
a. Menyusun rencana program dan keglatan sub bagian tata 

usaha. 
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b. Menyusun kebijal<sanaan teknis yang berkaltan dengan urusan 
umum, k_epegawaian, ke,uangan adminis1rasi data dan 
pelaporan; 

c. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengenpalian, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan tata usaha; 

d . Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, 
kepegawaian, k.eu~mgan, admiriistrasi,data dan pelaporan; 

e . Menyelenggarakan kebljakan, bimbingan dan pembinaan serta 
patunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, 
kepegawaian. keuangan1 adminislrasi data dan pelaporan; 

f. Menyelenggar-akan kegiatan penerimaan tamu kehumasan 
dan protokoler. ' 

g. Menyusun analisa kebutuhan perlengkapan kantor. 
h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan .gedung, sal"?na dan 

prasa(ana kantor. 
i. Menyelenggarakan upaya-upaya pengembangan kapasitas 

pegawal metalUl llsutan P,endidlkan dan pelatlhan. 
j. Melaksanakan analisis kebutuhan pegawai dan 

pengembangan sumberqaya manusia penyelenggara perijinan.; 
k. Menyelenggarak.an pen$ usahaan keuangan kantor. 
I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor; 
m. Menilai prestasi kerja star berdasarkan hasil kerja yang telah 

dicapai sebagai bahan p~ningkatan karir; 
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kantor 

mengenai langkah-langl(ah yang pertu diambil sesllal dt?ngan 
bldang tugasnya; 

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dlberikan 
oleh l(epala kantor sesuai dengan tugas clan fungsjnya; 

Bagian Ketiga 
Kep.ala Seksi Pelayanan 

Pasa14 

(1) Kepala Seksl Pelayanan mempunyal tugas. pokok 
me·oyelenggara~an proses pelayanan perijinan, melakukan 
koordinasi dan menelili kelengkapan dokumen perijinan. 

(2) Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fongsi : 
a. Penyusuna·n rencana da~ program kerja Seksi P~layanan. 
b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perijinan. 
c. Penyelenggaraan proses perijinan, melipuU penerimaan 

be·nc.as. meneliti. memproses perijinan dan dokumen lain serta. 
menyerahkannya kepade.i pemohon. 

d . Pelaksanaan koordim11si dengan nm Teknis dan SKPD terkail. 
e . Penyusunan dan penyar/lpai.an laporan petaksanaan tugas. 
f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi. 

(3) berdasarkan tu.gas pokok dan fungsi sebagaimana dlma.ksud pada 
ayat (.1) dan ayat (2), uraiary tugas kepala seksi pelayanan adalah 
sebagai berikut : 
a_ Menyelenggarakan ·pengumpulan data, informasi, 

permasalahan, peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksam~an teknis yang berkaitan dengan pelayanan 
perijinan; 

b. Menyelenggarakan pertincanaan, pelaksanaan, pengendallan. 
evaluasi, pelaporan kegiatari dan anggaran seksi pelayc1nc1n; 

c. Menyelengga.rakan upaya pemecahan masalah yang 
berkaltan dengari petayanah perijinan. 
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d. Menyelenggarakan keb1Jal<an, b1mbmgan dan pembinaan 
serta petunjuk leknis yang diberl<aitan dengan pelayanan 
penJinan. 

e. Mengkoordinasika11 penyelenggaraari pelayanan •dan proses 
petijlnan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, 
perhitungan besamya retribusi dan penerbitan dokumen 
perijinan 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian lapangan dan 
pemerif<saan dilapangan dengan tim leknis. 

g. Menyelenggarakan anafisls dan kinerja seksl pelayanan; 
h. Menilai preslasi kerja star berdasarkao hasil kerja yang telah 

dicapai·sebagai bahan penlngkatan karir; 
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kantor 

mengenal langkah-langkah yang perlu diambil sesual dengan 
bidang tugasnya; 

j . Melaksamlkan tugas-tugas kedinasan laionya yang diberikan 
oleh kepala kant6r sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

Baglan Keempat 
Kepala Seksl lnformasi dan Pengembangan Kinerja 

Pasal5 

(1) Kepala Seksi lnforma~l .dan Pengembangan Kinerja mempunyai 
tugas p6kok melaksana~n penyebaran informasi mengenai 
pelayanan perijinan dan melakukan upaya-upaya pengembangan 
kinerja dalam rangka pe·ningkalan mutu pelayanan. 

(2) Untuk melaksanak~n ·tugas seqagaiinana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi lnformasi Oan Pengembangan kinerja 
mempunyai fungsl : 
a. Penyusunan rencana d~n program kerja Seksi lnformasi dan 

Pengembangan Kinerja. 
b. Penyebaran dan- pengembangan media informasi mengenai 

pelayanan ·perijinan, sosialisasi .dan penyuluhan balk tnelalui 
media cetak, elektroni!< dan teknologi informasi langsung 
kepada masyarakat 

c. Penyelenggaraan pengembangan kinerja antara lain melalui 
sistem teknologi informasl ketatalaksanaan. 

d. Penelahaan dan perumusan kerjasama dengan instansi 
pelayanan lainnya. 

e. P.enyampaian laporan kegiatan setiap 3 (liga) bulan sekali 
kepada SKPD terkait. 

f. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas. 
g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi. 

(.3) Berdasart<an tugas pokok dan fungsi sebagaiinana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2), l/F<:!ian tugas Kepala Seksi lnformas\ dan 
Pengembangan Kinerja aqalah sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, 

permasalahan, per~turan perundang-undangan ctan 
kebijaksan.aan teknis yang berkaitan deng;rn pengembangan 
kinerja; 

b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, peng$ndalian. 
evaluasi dan p·etaporan kegiatan pengembangan kinerja; 

c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan informasi dan pengembangan kinerja; 

d. Menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta 
petunjuk teknis yang ' diberkaitan dengan pengembangan 
klnerja; 
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e. Menyelenggarakan upaya-upaya penyebaran lnforma~i. 
f. Menyelenggarakan sosialisasi yang ber1(aifan dengan 

pelayanan ·perijinan. 
g. Menyiapkan bahan koordinasl dan petunjuk teknis kebutuhan 

perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta 
pen:nasalahan yang berkaitan dengan organisasl dan 
tatalaksana. 

h. Menyiapkan bahan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan 
perijinan. . 

i. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja kantor; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor; 
k. Menila, prestas, kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah 

dicapai sebagai bahan peningkatan karir.; 
I. Memberikan ·saran dan pertlmbarigan kepada kep·aIa kantor 

mengenai langkah-langkah yang penu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

m. Melaksanakan hlgas-tugas kedinasan lainnya yang dlberikan 
oteh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

' . 

Bagian Kelima 
Kepala Seksl Regulasi dan Pelayanan Pengaduan 

Pasal 6 
(1) Kepala Seksi Regulas, dan Pelayanan Pengaduan mempunyai 

tugas pokok melakUkan telahaan dan mengk-aji peraturan­
peraturan di bidang periJihan dan menindaklanJuti pengaduan 
masy,1rakat, terhadap pelay-,nan yang diberikan 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagain:iana dimaksud pads ayat (1 ), 
Kepala Seksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan mempunyai 
fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Regulasi dan 

Pelayanan Pengaduan. 
b. Penelahaan dan pengRajian peraturan-peraturan di bidang 

perijinan. 
c. Pelaksanaan analisis, penelilian dan menlndaklanjuti 

pengaduan yang masuk. 
d. Penyusunan laporan ~rtanggungjawaban atas penanganan 

pengaduan. · 
e. Penyiapan fasilitas la,yanan pengaduan, antara lain formulir 

pengadu_an, kotak pe_ng9duan, melalui SMS, ataupun telepho·n. 
f. Pelak~aan koordinasi :dengan instansi teknis terkait. 
g. Penyusunan den penyampaian laporan pelaksanaan tugas. 
h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasl. 

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagalmana dimaksud 
pa<;la ayat (1) dan (2}, urajan tugas Kepala Seksi Regulasi dah 
Pelayanan Pengaduan adalah sebagai beriklrt : 
a. Menyelenggarakan 1pengumputan data, informasi, 

permasalahan, peraturan perundang-undangan dan 
ketiijaksanaan teknis yang berkailan dengan regulasi dan 
pelayanan pengaduan. 

p, Menyelenggarakan perencanaal), pelaksana_an, pengendalian, 
evatuasi dan petaporan kegiatan regulasi dan pelayanan 
pengaduan: 

c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan uruS8)1 regulasi dan pelayanan pengaduan. 

d. Menyelenggarakan' kebijakan, bimbingan dan pembinaan 
ser:ta petunjuk tel.mis yang dlberkaltan dengan regulasi dan 
pelayanan pengaduan; 
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e. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang 
berkaitan tentang perijinan. 

f. Menyiapkan bahan rancangan peraturan tentang perijinan. 
g. Menerima dan melayani perigaduan dan keluhan masyarakat 

terhadap layanan yang diberikan. 
h. Menindaklanjuti,dan memr~ pengaduan perijinan. 
i. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim teknis dan 

atau SKPD leknis unluk penyelesaian permasalahan perijinan 
lebih lanjuL 

j. Membuat berita acara hasil pengaduan perijinan. 
k. Membuat lapoFan perijinan. 
I. Melakukan verifika:si dan memberikcln edukasi terhadap 

permasalahan yang terjadi dalam permasalahan perijinan 
m. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 

perijinan. 
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor, 
o. Menilai prestasi kerja sla~ berdasarkan hasii kerja· yang telah 

dicapai sebagai bahan peningkatan karir; 
p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala kantor 

mengenai langkah-langkah yang perlu diamtiit sesuai den·gan 
bidang lugasnya: 

q. Melal{sanak,.m tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungslnya; 

Bagian Keenam 
Tim Teknis 

Pasal7 

(1 ) nm Teknis terdiri dari Peiabat SK.PD terka.it yang mempunyai 
kompetensi <;tan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang 
ditetapkan de.ngan keputusan Walikota. 

(2) nm Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bertangungjawab kepada f<epala Kantor melalui Kepala Seksi 
Pelayanan. 

PasalB 

(1) Tim Teknis sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 mempunya1 
tugas pokok mJ')mberikan saran dan pertimbangan dalam raligka 
memberikan rekomendasi mengenai diterimanya atau ditolaknya 
suatu permohonan perijinan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas"sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
Tim Teknis mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan analisls dan kajlan sesuai dengan bidangnya. 
b. Penyelenggaraan pemeriksaan teknis di lapangan. 
c. Penyusunan analisa keglatari sesual dengan bidang tugasnya 
d. Pemberian saran dan pertimbangan serta memberikan 

rekomendasi kepada Kepala Kantor untuk menyetujui atau 
meno.lak ijin. 

e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lapangan . 

. Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal9 

(1) Pada Kantor Pelayanan Perijinan Ter:padu dapat ditetapkan 
Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan peraturan perundangan-unda,ngan yang berlaku. 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional ~ipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang dltunjuk. 

(3) Jumlah Tenaga Fungsional dltentukan berdasarkan kebutuhan, 
kemampuan dan beban ke~a. 

BABV 
KEPEGAWAJAN DAN KEUANGAN 

Bagian Pertama 
Kepegawaian 

Pasal10 

(1) Pegawai yang ditugaskan. di lingkungan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi di 
bidangnya yang ditetapkan oleh Wallkota. 

(2) Pegawai di lingkungan Ka~tor Pelayanan Perijinan T erpadu dan 
Tim Teknis dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif yang 
besarnya sesuai dengan 'kemampuan keuangan daerah dan 
ditet.apkan d~ngan Keputusan· Wallkot~. 

(3) Pegawal di lingkungan Kantor Pelayanan Perijlnan Terpadu 
diangkal dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undal')gan yang berlaku. 

(4) Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian bagi 
P~gawai Negerl Sip.ii yang ditugaskan secara penuh dan diangkat 
dalam Jabatan Strukturai di lingktmgan Kantor Pelayanan 
P.erijinan Terpadu diletapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
pe,rundang-undangan yang '.berlaku. 

Bagian Kedua 
Keuangan 

Pasal11 

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pe1ayanan 
Perijinan Terpadu dibebankan pada APBD. 

(2) Kantor Pelayanan Perijinan· Terpadu merupakan SKPD Pengguna 
A11ggaran. · 

BASVI 
TATA KERJA 

Pasal12 

(1) K~pala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi; nm Teknis dan 
Kelompok Jabatan Fungslonal dalam melaksana.kan tu_gasnya 
wajib menerapkan prinsip•prinsip koordinasi, integrasl dan 
sinkronisasi baik secara vertlkal maupun horizontal dalam 
lingkungan masing-rhasing maupun antar Satuan Unit Kerja 
dalam lingkungan Pemerintah Kota. 

(2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib menyampaikan 
laporan penyelenggaraan perijinan secara tertulis setiap 3 (tiga) 
bulan kepada Walfkota melalui Sekretarls Daerah dan kepada 
SKPD terkait. 



BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal14 

SKPD yang secara teknis terkait dengan Pelayanan Perijinan 
Terpadu berkewajiban dan l:>ertanggungjawab untuk lnelakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

~1) Hal-hal yang bersifat ,teknis, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota. 

·(2) Prosedur dan niekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Kantor Pelayanan Perifinan Terpadu yang bersifat Internal, le.bih 
lanjut dlalur ol~h kepala kahtor. · 

P.asal 16 

Peraturan ini mulal berlaku pada langgal diundangkan. 

A_gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan inl, dengan penempatannya dal~m Berila Daerah Kola 
Palembang. 

, Ditetapkan di Palembang 
. pada t;inggat '- j~ 201 o 

t11"-"'t rgUn di Pa!emhal'ig 

,. · .... , "· 1 - 2010 
I tTAnlS DA£RAH 
h TA PAU MI ANQ 


